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BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang    :    a.     bahwa perkebunan  kelapa  sawit merupakan  sub  sektor
yang mempunyai  peranan  penting dalam  perekonomian
daerah dan masyarakat di Kabupaten Sanggau;

b.     bahwa   dalam   rangka   meningkatkan   kapasitas   dan
kapabilitas     perkebunan,     penyelesaian     status     dan
legalisasi   lahan,    pemanfaatan   kelapa   sawit   sebagai
energi     terbarukan     dan     mempercepat     tercapainya
perkebunan   kelapa   sawit   yang   berkelanjutan,   perlu
rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

c.     bahwa    berdasarkan     Instruksi     Presiden     Nomor    6
Tahun      2019      tentang      Rencana      Aksi      Nasional
Perkebunan    Kelapa    Sawit    Berkelanjutan    Indonesia
Tahun  2019-2024,  menyatakan  agar  Bupati  menyusun
Rencana    Aksi     Daerah     Perkebunan     Kelapa     Sawit
Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa
sawit  dan   menerapkannya  dalam   berbagai   kebijakan
pemerintah   daerah   kabupaten   yang   terkait   dengan
perkebunan kelapa sawit;

d.     bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a,  huruf b  dan  huruf c,  perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Rencana  Aksi
Daerah     Perkebunan     Kelapa     Sawit     Berkelanjutan
Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024;

Mengingat       :     1.     Undang-Undang     Nomor     27     Tahun     1959     tentang
Penetapan      Undang-Undang      Darurat      Nomor      3
Tahun     1953     tentang    Perpanjangan     Pembentukan
Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1959  Nomor  72,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1820);

2.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Ifmbaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
Undang   Nomor    1    Tahun    2022    tentang   Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pcmerintahan
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia



Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3.     Undang-Undang    Nomor    39     Tahun     2014     tentang
Perkebunan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2014  Nomor  308,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5613)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020
tentang    Cipta    Kerja     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan  Bidang  Pertanian   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  36,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

5.     Instruksi    Presiden    Nomor    6    Tahun    2019    tentang
Rencana    Aksi    Nasional    Perkebunan    Kelapa    Sawit
Berkelanjutan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :     PERATURAN   BUPATI   TENTANG   RENCANA   AKSI   DAERAH
PERKEB UNAN         KEIAPA         SAWIT         BERKELANJ UTAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.     Bupati adalah Bupati sanggau.
3.     Tim  Pelaksana Daerah adalah  tim yang ditetapkan oleh

bupati   untuk   melaksanakan    rencana   aksi    daerah
perkebunan   kelapa    sawit   berkelanjutan    Kabupaten
San88au.

4.     Perkebunan    Kelapa    Sawit    adalah    segala    kegiatan
pengelolaan  sumber daya alam,  sumber daya manusia,
sarana   produksi,   alat   dan   mesin,   budidaya,   panen,
pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.

5.     Usaha  Perkebunan   Kelapa  Sawit  adalah  usaha  yang
menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

6.     Pekebun  adalah  perseorangan  warga  negara  Indonesia
yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha
tidak mencapai skala tertentu (kurang dari 25 hektar).

7.     Perusahaan   Perkebunan   adalah   badan   usaha   yang
berbadan  hukum,  didirikan  menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola
usaha perkebunan dengan skala tertentu.

8.     Perkebunan    Kelapa    Sawit    Berkelanjutan    Indonesia
(Iridonesian   Sustal:noble   Palm   al)   yang   se\anjutnyzi
disebut     ISPO     adalah     sistem     usaha     di     bidang
perkebunan   kelapa   sawit  yang  layak  ekonomi,   layak
sosial,     dan    ramah     lingkungan    didasarkan     pada
peraturan       perundang-undangan       yen g       berlaku
di Indonesia.



9.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur pembantu  bupati  dan
dewan         perwakilan         rakyat         daerah         dalam
penyelenggaraan   unsur   pemerintahan   yang   menjadi
kewenangan Kabupaten Sanggau.

10.   Rencana    Aksi     Daerah     Perkebunan     Kelapa     Sawit
Berkelanjutan   yang   selanjutnya   disingkat   RAD-KSB
adalah   dokumen   rencana   aksi   untuk   pelaksanaan
berbagai     kegiatan     dalam     rangka     meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesalan status
dan  legalisasi  lahan,  pemanfaatan  kelapa sawit sebagai
energi    terbarukan,    meningkatkan    diplomasi    untuk
mencapai   perkebunan   kelapa   sawit   Indonesia   yang
berkelanj utan ,        dan        mempercepat        tercapainya
perkebunan  kelapa  sawit  berkelanjutan  di  Kabupaten
San88au.

BAB  11
MAKSUD, TUJUAN,  DAN SASARAN

Pasal 2

RAD-KSB       tahun       202 2-2024       dimaksudkan       untuk
meningkatkan   pembangunan   Perkebunan   Kelapa   Sawit
berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi
dalam   pelaksanaannya,   serta   mendapat   dukungan   para
pemangku kepentingan.

Pasal 3

RAD-KSB tahun 2022-2024 bertujuan:
a.  untuk  meningkatkan  pembangunan  Perkebunan  Kelapa

Sawit  berkelanjutan  yang  lebih  terarah  dan  terintegrasi;
dan

b.  untuk   mempercepat   proses   penataan   dan   penertiban
Usaha  Perkebunan   Kelapa  Sawit  yang  memperhatikan
aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pasal 4
Sasaran RAD-KSB tahun 2022-2024 adalah:
a.  meningkatnya  jumlah   Perusahaan   Perkebunan   Kelapa

Sawit     yang     memperoleh     sertifikasi     kelapa     sawit
berkelanjutan  dan  mempersiapkan  petani  kelapa  sawit
beserta   kelembagaannya   untuk   memperoleh   sertifikasi
tersebut;

b.  meningkatnya   produktivitas   hasil   Perkebunan   Kelapa
Sawit dan mengoptimalkan kapasitas pabrik kelapa sawit;

c.   peningkatan  daya  beli  dan  daya  tampung  pabrik  kelapa
sawit   terhadap   hasil   Perkebunan   Kelapa   Sawit  rakyat
yang kelembagaannya sudah dimitrakan;

d.  terwujudnya industri  kelapa  sawit tanpa  limbah  melalui
pemanfaatan  produk turunan  baik  sebagai  sumbcr hara
maupun sumber energi terbarukan;

e.   diversifikasi  sumber  pendapatan  petani,  terutama  yang
berbasis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;



f.   peningkatan  kapasitas  petani  maupun  kelembagaannya,
baik   dalam   kultur   teknis   maupun   manajerial   usaha
taninya; dan

9.  tersedianya    peraturan    dan    kebijakan    Daerah    yang
kondusif bagi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB Ill
RAD-KSB TAHUN 2022-2024

Pasal 5

(1)    RAD-KSB  tahun  2022-2024  dituangkan  bentuk matriks
program dan kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu:
a.  penguatan     data,      penguatan      koordinasi,      dan

infrastruktur;
b.  peningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
c.   pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d.  tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e.  dukungan  percepatan  pelaksanaan  sertifikasi  lspo

dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
(2)    RAD-KSB    tahun    2022-2024    sebagaimana   dimaksud

pada    ayat    (1)    tercantum    dalam    I,ampiran    yang
merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari   Peraturan
Bupati ini,

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)    Pelaksanaan   RAD-KSB   dilakukan   secara   koordinatif
oleh  Tim  Pelaksana  Daerah  yang  terdiri  dari  instansi
Pemerintah    Kabupaten    Sanggau    melalui    Perangkat
Daerah terkait, instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat,  instansi vertikal,  mitra pembangunan/organisasi
non pemerintahan, pelaku usaha, dan akademisi.

(2)    Pelaksanaan     RAD-KSB     dilaksanakan     berdasarkan
tugas,      fungsi      dan      kewenangan      masing-masing
organisasi      sesuai      dengan      ketentuan      peraturan
perundang-undangan.

(3)    Pembentukan    Tim    Pelaksana    Daerah    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati.

(4)    Untuk  membantu  Tim  Pelaksana  Daerah  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),   dibentuk   sekretariat   Tim
Pelaksana   Daerah   yang   berkedudukan   di   Perangkat
Daerah  yang  menyelenggarckan  urusan  pemerintahan
di bidang perkebunan.

BABV
PEMBIAYiIAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan RAD-KSB dapat bersumber dari:
a.  anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.  sumber    pembiayaan    lain    yang    sah    sesuai    dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PEIAPORAN

Pasal 8

(1)    Dalam   rangka   mendorong   efektivitas   capaian   target
BAD-KSB      dilakukan      monitoring,      evaluasi,      dan
pelaporan       pelaksanaan       BAD-KSB       berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Monitoring,     evaluasi,    dan    pelaporan    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3)    Tim  Pelaksana  Daerah  melaporkan  hasil  pelaksanaan
capaian  RAD-KSB kepada Bupati  secara berkala setiap
6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan     Bupati     ini     mulai     berlahai     pada     tanggal
diundangkan.
Agar      setiap      orang     mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 56.

NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR         :     56TAHUN 2022
TENTANG    :    RENCANA    AKSI    DAERAH    PERKEBUNAN

KELAPA            SAWIT            BERKELANJ UTAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN  2022-2024

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKEIANJUTAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024

No. Program Kegiatan Keluaran

Waktu Pelaksanaan
PenanggungJawab OPD/Instansi/Lembaga Pendukung

2022 2023 2024

1 Penguatan          data 1.1 Penyu sunan pedoman Tersusunnya Dinas 1.    Asisten           Perekonomian          dan
dasar     perkebunan pendataan pekebun pedoman    pendataan Perkebunan Pembangunan
kelapa  sawit  untuk pekebun    di    tinghat dan Petemakan 2.    Asisten           Pemerintahan           dan
du kungan           tats habupaten, I{esej ahteraan Rakyat
kelola    perkebunanyanglebihbaik kecamatan dan desa 3.    Badan  Perencanann  PembengunanDaerah4.DinasLingkunganHidup5.DinasPerumahan,CiptaKarya,TatsRuangdanPertanahan6.Kantorpertanahan/BPN

I.2 Melakukan        pemutakhiran Tersed ianya            IGT Dinas 1.     Asisten           Perekonomian           dan
Informasi Geospasial Tematik tutu pan             kebun Pemmahan, Pembanguan
(IGT)   tutupan   kebun   kelapa kelapa     sawit     yang Cipto Karya, 2.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
sawit termutakhir. Tata Ruang danPertanchan Daerah3.Dinesperkebunan dan peternakan4.DinasLingkunganHidup5.Kantorpertanahan/BPN6.Pelakuusaha7.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)8.Akademisi



1.3 Melakukan               pendataan I.3.1 Tersedianya          peta Dinas 1.    Asisten          Perekonomian          dan
pekebun dan pemetaan lokasi pekebun kelapa sawit Perkebunan Pembangunan
kebunnya, yang diperbaharui dan       peta       lokasi dan Petemakan 2.    Asisten          Pemerintahan          dan
secara     berkala,     termasuk kebunnya            yang Kesej ahteraan Rakyat
STDB diperbaharui     secara 3.    Badan  Perencanann  Pembangunan

berkala          di          15 Daerah
kecamatan  penghasil 4.    Dinas    Perumahan,    Cipta    Karya,
kelapa sawit Tata Ruang dan Pertanahan5.Kantorpertanahan/BPN6.Badanpusatstatistik7.Pelrfuusaha8.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)9.Akademisi

1.3.2 Tersedianya          peta Dinas I.    Asisten           Perekonomian          dan
indikatif  dari  kebun- Perkebunan Pembangumn
kebun    yang    sudah dan Petemakan 2.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
perlu diremaj akan Daerah3.DinasLingkungan Hidup4.Kantorpertanahan/BPN5.Pelakuusaha6.MitraPembangunan/Organisa8iNonPemerintahan(NCO)7.Akademisi

2 Pembinaan 2.I Kompilasi  dan  pengintegrasi- Tersedianya            [GT Dinas 1.    Asisten           Perekonomian           dan
penyelenggarann an IGT tutupan kebun kelapa tutupan             kebun Penimahan, Pembangunan
Informasi sawit           dari           berbagai kelapa     sawit     yang Cipta         Karya , 2.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
Geospasial  Tematik Kementerian/Lembaga   (K/L) terintegrasi Tata. Ruang dan Daerah
(IGT) tutupan kebun terkait    perkebunan    kelapa Pertanahan 3.    Dinas perkebunan dan peternakan
kelapa sawit sawit 4.    Dina.s Lingkungan Hidup5.Kantorpertanahan/BPN6.Pelakuusaha7.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)8.Akademisi



3 Peningkatan 3.1 Melakukan                  kegiatan Terlaksananya Dinas 1.    Asisten          Perekonomian          dan
sosialisasi    regulasi sosialisasi       regulasi       dan sosialisasi   peraturan Perkebunan Pembangunan
dan            kebij akan kebijaken      terkait      usaha dan   kebijakan   yang dan Petemakan 2.    Asisten          Pemerintahan          dan
terkait              u saha perkebunan                       sawit terkalt dengan  usaha Kesejahteraan Rakyat
perkebunan   kelapa berkelanjutan perkebunan      kelapa 3.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
sawit  berkelanjutan sawit berkelanjutan Daerah
bagi   pekebun   dan 4.     Dines Komunikasi dan Informatika
pemangku 5.     Dines Lingkungan Hidup
kepentingan 6.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarahat
lainnya. dan Pemerintahan Desa7.DinasTenagaKerja         danTransmigrasi8.DinasPenimahan,CiptaKarya,TatsRuangdanPertanahan9.DinaspenanamanModaldanpI`SP10.BadanPusatStatistik11.KantorPertanahan/BPN12.BadanPengelolaDanaPerkebunanKelapaSawit13.PelakuUsaha14.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)15.Akademisi

4 Peningkatan 4.1 Identifikasi              peraturan / Daftar peraturan / Asisten I.    Asisten          Pemerintahan          dan
sinergisitas       antar kebijakan usaha perkebunan kebijakan yang Perekonomian Kesej ahteraan Rakyat
perangkat      daerah kelapa     sawit     yang     akan disepakati untuk dan 2.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
dalam diharmonisasi diharTnonisasikan Pembangunan Daerah
hubungannya 3.    Dinas perkebunan dan peternakan
dengan             u schaperkebunankelapasawit 4.     Dinas Komunikasi dan lnformatika5.DinasLingkunganHidup6.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa7.DinasTenagaKerjadanTransmigrasi8.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan9.DinaspenanamanModaldanpI`SP10.DinasPerindustrian,Perdagangan,KoperasidanUM11.BadanPusatStaitistik12.KantorPertanahan/13PN13.BadanPengelolaDanaPerkebunanKelapaSawit



14.  Pelin Usaha15.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)16.Akademisi

4.2 Sinkronisasi        data        dan Ter8edianya data dan

R+

Dinas 1.    Asisten          Perekonomian          dan
informasi       pada       masing- infomasi  yang  telch Komunikasi dan Pembangunan
masing Perangkat Daerah disinkronisasi     pada Informatika 2.    Asisten          Pemerintahan          dan

masing-masing Ke sej ahteraan Rakyat
Perangkat Daerah 3.    Badan  Perencanaan  PembangunanDaerah4.Dinasperkebunandanpeternakan5.DinasLingkunganHidup6.DinasPemberdayannMasyarakatdanPemerintahanDesa7.DinasTenagaKerjadanTransmigrasi8.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan9.DinespenanamanModaldanPTSP10.DinasPerindustrian,Perdagangan,KoperasidanUM11.DinasKetahananPangan,TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan12.KantorPertanahan/BPN13.UFTKPHWilaychSanggauBarat14.UPTKPHWilayahSaLnggauTimur15.BadanPengelolaDanaPerkebunanKelapaSawit16.BadanPusatStatistik

5 Fasilitasi 5.I Membentuk    tim    pelaksana Terbentuknya        tim Asisten 1.    Asisten          Pemerintahan          dan
pembentukan tim daerah  dalam  bentuk  forum pelaksana        daerah Perekonomian Kesej ahteraan Rtryat
pelaksana daerah multi    pihak    kelapa    sawit dalam  bentuk  forum dan 2.    Badan perencanaan pembangunan
dalam bentuk berkelanjutan di kabupaten multi    pihak    kelapa Pembangunan Daerah
forum multi pihalc sawit     berkelanjutan 3.    Badan    Penanggulangan   Bencana
kelapa sawit di kabupaten Daerah
berkelanjutan 4.    Dinas perkebunan dan petemakan
di kabupaten 5.    Dinas Lingkungan Hidup6.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa



-.J3f`.i,+A,(

7.     Dinas         Tenaga         Ker]a         danTransmigrasi8.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan9.DinaspenanamanModaldanE'rsp10.DinasPerindu8trian,Perdagangan,KoperasidanUMII.DinasKetahananPangan,TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan12.DinesKomunikasidanlnformasi13.DinasBinaMargadanSumberDayaAir14.DinasSosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnakdanKeluargaBerencana15.KantorPertanahan/BPN16.BadanPusatStatistik17.UFTKPHWilayahSanggauBarat18.UPTKPHWilayahSanggauTimur19.PelakuUsaha20.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)21.Akademisi

6 Pembangunan    dan 6.1 Membang`m  dan  meningkat- Terbangunnya    jalan   se^ Dinas Bina I.    Badan  Perencanaan  Pembangunan
peningkatan     jalan kan     kualitas    jalan     yang layak   di    kabupaten Marga dan Daerah
untuk    mendukung diperlukan      di      kabupaten penghasil           kelapa Sumber Daya 2.    Dinas perkebunan dan peternakan
peningkatankualitas   u saha penghasil kelapa sawit sawit Air 3.    Dinas          Ketahanan          Pangan,TanamanPangan,Hortikulturadan

perkebunan   kelapasawit Perikanan4.DinasPerumahan,    Cipta   Karya,TataRuangdanPertanahan5.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa6.13adanPengelolaDamPerkebumnKelapaSawit7.Pelakuusaha
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7 Peningkatan 7.1 Membentuk   kelompok   kelja Terbentuknya A§isten 1.    Asisten          Perekonomian          dan
kepatuhan    hukum antar  instansi  dalam  upaya kelompok keria antar Pemerintahan Pembangunan
bad   pelrfu   ugcha peninghatan           kepatuhan instansi dalam upaya dan 2.     Kepolisian Resort sanggau
dalam               u saha hukum peninBkatan Kesejahteraan 3.     Kejaksaan Negeri sanggau
perkebunan   kelapa kepatuhan hukum Rakyat 4.     Kodim  l204 Sanggau
sawit                secara 5.    Satuan polisi pamong praja
koordinatif 6.    Badan   Perencanaan   PembanguanDaerah7.BadanPenanggulanganBencanaDaerah8.Dinesperkebunandanpeternakan9.DinasLingkunganHidup10.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa11.DinasTenagaKer]adanTransmigrasl12.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan13.DinasPenanamanModaldanP'I`SP14.DinasPerindustrian,Perdagangan,KoperasidanUM15.DinasKetahananPangan,TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan16.DinasKomunikasidanlnforlnasi17.DinesBinaMargadanSumberDayaAir18.DinasSosial,PemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnakdanKeluargaBerencana19.KantorPertanahan/BPN20.BadanPusatStatistik21.UPI`KPHWilayahSanggauBarat22.UPTKPHWilayahSanggauTimur23.Akademisi

7.2 Meningkatkan    jumlah    dan Meningkatnyajumlah Badan 1.     Asisten          Perekonomian          dan
kompetensi  penyidik Pegawai dan            kompetensi Kepegawaian Pembangunan
Negeri Sipil (PPNS) penyidik          Pegawai Dan        Sumber 2.    Asisten          Pemerintahan          dan

Negeri Sipil (PPNS) Da.ya Manusia Kesej ahteraan Rakyat3.Satuanpolisipamong praja4.Dinasperkebunandanpeternakan5.DinasLingkunganHidupDinasPerindustrian,Perdagangan ,KoperasidanUM
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8 Peningkatan 8.I Melakukan                sosialisasi Terselenggaranya Dinas 1.     Asisten          Perekonomian          dan
kapasitas dan tentang   penggunaan    benih sosialisasi        tentang Perkebunan Pembangunan
kapabilitas bersertifikat bari pekebu n penggunann       benih dan Petemakan 2.     Badan usaha Milik Negara
pekebun dalam bersertirikat 3.    Pelaku                 Uscha/Perusahaan
penggunaan benih Produsen Benih
bersertifikat 4.     Mitre        Pembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)5.Akademisi

8.2 Melakukan sosialisasi Terselenggaranya Dinas 1.    Badan usaha Milik Negara
program kemitraan antara : sosialisasi      program Perkebunan 2.    Pelaku usaha produsen Benih
a.  Produsen      benih      yangmemilikikebunsumberbenihb.Produsenbenihyangmembesarkanbenihdan/atauc.BUMN/DuniaUsahaPerkebunan kemitraan antara :a.Produsenbenihyangmemilihikebunsumberbenihb.Produsenbenihyangmembesarkanbenihdan/atauc.BUMN/DuniaUsahaPerkebunan dan Petemakan

8.3 Mengembangkan program Terjalinnya ker]a Dines 1.     Badan usaha Milik Negara
kemitra.an antara : gama kemitraan Perkebunan 2.    Pelaku usaha produsen Benih
a.  Produsen      benih      yangmemilikikebunsumberbenihb.Produsenbenihyangmembesarkanbenihdan/atauc.BUMN/DuniaUsahaPerkebunan antara:a.Produsen       benihyangmemilikikebunsumberbenihb.Produsenbenihyangmembesarkanbenihdan/atauc.BUMN/DuniaUsahaPerkebunan dan Petemakan
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8.4 Memfasilitasi        peningkatan Terwujudnya Dinas 1.     Badan usaha MilikNegara
komitmen    produsen    benih perjanj lan antara Perkebunan 2.     Pelaku usaha produsen Benih
yang     membesarkan     benihslapsaluruntukmenjualbenihbersertifikat produsen benih yangmembesarkanbenihsiapsalurdenganprodusenbenihyangmemilikikebunsumberbenihuntuk       ~menjualbenihbersertifikat dan Petemakan

8.5 Meningkathan      pengawasan Terlaksananya Dinas I.    Badan usaha Milik Negara
dalam        penyediaan        dan penyediaan            dan Perkebunan 2.    Satuan polisi pamong praja
peredaran  benih  ber9ertifikatsanpailokasitanam peredaran           benihbersertifikatsampallokasitanamsecarabcrkala dan Petemakan 3.    Pelaku usaha

9 Penigkatan 9.1 Menyusun   pedoman   teknis Tersusunnya Dinas 1.    Pelrfu usaha
kapasitas            dan pemantauan     dan     evaluasi pedoman            teknis Perkebunan 2,    Mitra       Pembangunan/Organisasi
kapabilitas pekebun penerapan     hasil     pelatihan pemantauan          dan dan Petemakan Non Pemerintahan (NCO)
dalam   menerapkanpraktikbudidayayangbaik(GoodAgrioulfuralPrades|GA\P) GAP evaluasi      penerapanbasilpelatihanGAP   ' 3.     Akademisi

9.2 Melakukan  pelatihan  GAP  di Terlaksananya Dinas 1.     Dinas          Ketahanan          Pangan,
tingkat  kabupaten  baik  oleh pclatihan      GAP      di     ` Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
pemerintah                  maupun tingkat       kabupaten dan Petemakan Perikanan
kemitraan  pare  pihak secara baik oleh  penerlntah 2.    Pelaku usaha
periodik maupun      kemitraan 3.     Mitra       Pembangunan/Organisasi

para     pihak     secara Non  Pemerintahan (NCO)
periodik 4.    Akademisi

13



9.3 Menyelenggarakan Terselenggaranya Dinas 1.     Dinas          Ketahanan          Pangan,
penyuluhan   tentang  prinsip kegiatan  penyuluhan Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
GAP bagi pekebun tentang  prinsip   GAP dan Petemakan Perikanan

pada              kelompok 2.    Pelaku usaha
pekebun 3.     Mitra       Pembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)4.Akademisi

10 Peningkatan ckses 10.1 Meningkatkan          sosialisasi Terlaksananya Dinas 1.     Badan usaha Milik Negara
pendanaan akses        pendanaan        dan sosialisasi            akses Perkebunan 2.    Dines  Perindustrian,  Perdagangan,
peremajaan perbankan/Lembaga pendaman            dan dan Petemakan Koperasi dan UM
tanaman bagi keuangan lainnya perbankan/Lembaga 3.    Perbankan/Lembaga        Keuangan
pekebun keuangan lainnya hainnya4.Pelakuusaha

10.2 Meningkathan     kemampuan Meningkatnyajumlal Dinas 1.     Badan usaha Milik Negara
pekebun    dalam    memenuhi pekebun                yang Perkebunan 2.     Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,
persyaratan                    untuk mampu      memenuhi dan Petemakan Koperasi dan UM
mendapatkan      rekomendasi persyaratan       un tuk 3.    Mitra       Pembangunan/Organisasi
teknis     peremajaan     kelapa mendapatkan Non Pemerintahan (NCO)
sawit rakyat rekomendasi     teknispcremajaankelapasawitrakyat 4.     Akademisi

10.3 Meningkatkan       kelancaran Meningkatnya Dinas 1.     Badan usaha Milik Negara
dalam  penyaluran  dana  PSR realisasi    penyaluran Perkebunan 2.     Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,
pada pekebun dana         peremajaan dan Petemakan Koperasi dan UM

kepada pekebun 3.     Perbanken/Lembaga        KcuanganLainnya4.Pelakuusaha5.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)

10.4 Melakukan evaluasi Tersedianya    laporan Dinas 1.     Badan usaha Milik Negara
pemanfaatan dane evaluasi Perkebunan 2.     Kejaksaan Negeri sanggau
peremajaan sawit rakyat permasalahan       dan dan Peternakan 3.     Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,

rekomendasi    usulan Koperasi dan UM
tindak  lanjut  terkait 4.    Perbankan/ Lembaga        Keuangan
pemanfaatan       dane hainnya
peremqj aan         sawitrakyat 5.    Pelrfu usaha
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12 Peningkatan 12.I Melakukan        pemutakhiran Tersedianya          data ;,. DinasKetchananPangan,TanananPangan,HortikulturadanPerikanan I.    Dinas perkebunan dan peternakan
penyuluhan jumlah      tenaga      penyuluh terkini jumlah tenaga \ 2.    Badan            Kepegawaian            dan
pcrtanian di pertanian bidang perkebunan penyuluh     pertanian • --i   - Pengembangan       Sumber       Daya
kawasun sentra melipu tl        Aparatur        S ipil bidang     perkebunan Manusla
produksi kelapa Negara        (ASN) ,        swadaya meliputi         Aparatu r 3.    Pelrfu usaha
sawit masyarakat, dan peruschaansecaraberkala Sipi]    Negara    (ASN),swadayamasyarakat,danperusahaansecaraberkaladidaerchpenghasilkelapasawit

12.2 Men ingkatkan               j umlah Meningkatnyajumlah BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia 1.    Dines perkcbunan dan peternakan
pelatihan                          untuk pelatihan                hagi 2.    Pelaku usaha
meningkatkan       kompetensi penyuluh     pertanian 3.    Mitra       Pembangunan/Organisasi
penyuluh   pertanian   bidang bidang perkebumn di Non Pemerintahan (NCO)
perkebunan    mcliputi    ASN,swadayamasyarakat,danperusahaan daerah          penghasilkelapasawitsecaraberkala 4.     Akademisi

12.3 Meningkatk&n    peran     serta Terlaksananya DinasKetahananPangan'TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan 1.    Dinas perkebunan dan petemakan
penyulu h                     swadayamasyarakatdanperusahaandalampenyuluhanbagipekebunkelapasawit penyuluhan kepadapekebunkelapasawitolehpenyuluhswadayamasyarakatdanperuschaandidaerchkelapasflwitsecaraberkala 2.    Pelaku usaha

12.4 Melakukan  penguatan  peran Ter8edianya BPP yang
-1\

DinasKetahananPangan'TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan 1.    Dinas perkebunan dan peternakan
Baldi   Penyuluhan   Pertanian(BPP)sebagaisalahsatupu9atkegiatanpenyuluhanpcrkebunankelapasawit memilki  kemampuandalammcndukungkegiatanpenyuluhanperkebunankelapasawitdidaerahpenghasilkelapesawit 2.    Pelaku usaha
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13 Peningkatan   upaya 13.1 Pemantauan     dan     evaluasi Tersedianya          data Dinas I.    Badan Perencanaan Pembangunan
konservasi pengelolaan keanekaragaman jumlah     perusahaan Lingkungan Daerah
keanekaragaman hayati   di   areal   perkebunan yang             mengelola Hidup 2.    Dinas    Perumahan,    Cipta   Karya,
hayati  dan  lanskap secara berkelanjutan keanekaragaman Tata Ruang dan Pertanahan
perkebunan hayati yang berada di 3.    Dinas perkebunan dan peternakan

areal         perkebunan 4.    Pelaku usaha
secara berkelanjutan 5.     Mitra        Pembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)6.Akademisi

13.2 Melakukan                sosialisasi Ter8elenggaranya Dinas i.    Badan Perencanaan  Pembangunan
Kawasan                    Ekosistem sosialisasi        tentang Lingkungan Daerah
Bssensial (KEE) dan kawasan KBB     dan     kawasan Hidup 2.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
lindung   untuk   perusahaan lindung              untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan
perkebunan Pemerintah Perikanan

Kabupaten    Sanggau 3.    Kantor pertanahan/BPN
di   daerch   penghasil 4.    Dinas   Perumahan,    Cipta   Karya,
kelapa sawit Tata Ruang dan Pertanahan5.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa6.Pelakuusaha7.UFTKPHwilayahsanggauTimur8.UPTKPHwilayahsanggauBarat9.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)10.Akademisi

13.3 Meningkatkan jumlah  forum Meninghatnyajumlch Dinas 1.    Badan  Perencanaan  Pernbangunan
kolaborasi  yang  bertanggung forum          kolaborasi Lingkungan Daerah
jawab     dalam     pengelolaan yang        bertanggung Hidup 2.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
KBB    dan    keanekaragaman j awab                  dalam Tanaman Pangan, Hortikultura dan
hayati pengelolaan  KEE dan Perikanan

keanekaragaman 3.    Kantor pertanahan/BPN
hayati      di      tingkat 4.    Dinas   Perumahan,    Cipta   Karya,
kabupaten   penghasil Tata Ruang dan Pertanchan
kelapa     sawit     yang 5.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat
memiliki  peran  serta dan Pemerintahan Desa
efektif 6.    Pelrfu usaha7.UPTKPHwilaych sanggau Timur8.UPTKPHwilayahsanggauBarat9.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)10.Akademisi
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13.4 Meningkatkan    peran    serta Terlaksananya  peran Dinas I.    Badan  Perencanaan Pembangunan
pelaku    usaha    perkebunan serta   pelaku    usaha Lingkungan Daerah
kelapa           sawit           dalam perkebumn      kelapa Hidup 2.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
rehabilitasi     Daerah     Aliran sawit                   dalam Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Sungai (DAS) rehabilitasi DAS Perikanan3.Kantorpertanahan/BPN4.DinasPerumahan,Cipta    Karya,TataRuangdanPertanahan5.DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintchanDesa6.Pelakuusaha7.UFTKPHwilaychsanggauTimur8.UPTKPHwilayahsanggauBarat9.MitraPembangumn/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)

14 Pelcksanaan 14.1 Memberikan             dukungan Tersedianya     sarana Dinas I.     Dinas I,ingkungan Hidup
pencegahan sarana      prasarana     untuk dan prasarana untuk Perkebunan 2.    Badan   Penanggulangan   Bencana
kebakaran      kebun pekebun    dalam    penerapan pekebun               yang dan Petemakan Daerah
dan lahan Pembukaan     I.ahan    Tanpa meneraphan  PLTB  di 3.    UP'r KPH wilayah sanggau Timur

Bakar (PLTB) kabupaten   penghasil 4.    UFT KPH wilayah sanggau Barat
kelapa     sawit     yang 5.     ManggalaAgni
rawan         kebakaransecaraberkelanjutan 6.    Pelaku usaha

14.2 Melakukan  pemantauan  dan Tersedianya    laporan Dinas 1.     Kepolisian Resort sanggau
evaluasi                 pelaksanaan pemantauan         dan Perkebunan 2.     Kodim  l204 Sanggau
kewajiban  setiap  perusahaan evaluasi  pelaksana.an dan Petemakan 3.    Satuan polisi pamong praja
perkebunan                         dan kewaj iban           setiap 4.    Dinas Lingkungan Hidup
pengendalian           kebakaran perusahaan 5.    Badan   Penanggulangan   Bencana
lahan dan kebun perkebunan      untuk Daerah

pengendalian 6.    UPI` KPH wilayah sanggau Timur
kebakaran lahan dan 7.    UP'I` KPH wilayah sanggau Barat
kebun 8.    ManggalaAgni9.Pelakuusaha
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17 Pemanfaatan 17.1 Melak8anakan   hajian    studi Tersedianya          hasil Badan I.    Dinas perkebunan dan peternakan
limbah  kelapa  sawit kelayakan                     tentang kajian   dan   berbagdi Perencanaan 2.    Dinas Lingkungan Hidup
untuk   peningkatan pemanfantan   limbah    padat pengetchuan  tentang Pembangunan 3.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
rantai nilal ekonomi dan  limbah  cair kelapa  sawit tata                        card Daerah Tanaman Pangan, Hortikultura dan

untuk berbagai kepentingan pemanfaatan   limbah Perikanan
u nu tk             berbagai 4.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat
kepentingan dan Pemerintahan Desa5.DinespenanamanModal dan pI`SP6.Pelakuusaha7.MitraPembangumn/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)8.Akademisi

17.2 Mengembanghan          strategi Tersedianya     strategi Dinas I.    Badan  Perencanann  Pembangunan
bttsiness  to  business  dalam business  to  business Perindustrian, Daerah
pemanfaatan   batang   kelapa dalam     pemanfaatan Perdagangan, 2.    Dinas perkebunan dan petemakan
sawit   sebagai   bahan   baku batang   kelapa   sawit Koperasi       dan 3.    Dines Lingkungan Hidup
berbagai industri, nira kelapa sebagai   bahan   baku UM 4.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
sawit   sebagai   bahan   baku berbagai industri dan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
gula merah nira      kelapa      sawit Perikanan

sebagai   bahan   baku 5.    Dinas   Pemberdayann   Masyarakat
gula merah dan Pemerintahan Desa6.DinaspenanamanModal dan prsp7.Pelakuusaha8.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)9.Akademisi

17.3 M e ningkathan             integrasi Meninghatnya j umlah Dinas 1.    Dines penanaman Modal dan p'rsp
perkebunan kelapa sawit dan perusahaan         yang Perkebunan 2.     Dinas Lingkungan Hidup
petemakan mengintegrasikan dan Petemakan 3.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat

perkebunan      kelapa    ` dan Pemerintahan Desa
sawit dan petemakan   - 4.    Pelrfu usoha5.MitraPembangumn/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)
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18.3 Melakukan                   evaluasi 18.3.I Tersedianya         hasil Asisten 1.    Asisten          Pemerintaham          dan
perkembangan    penanganan evaluasi                  dan PerekonomiandanPembangunan Kesej ahteraan Rakyat
sengketa lahan rekomendasi 2.    Kepolisian Resort sanggau

penanganan sengketa 3.    Kejaksaan Negeri sanggau
lahan 4.    Kodim  l204 Sanggau5.Satuanpolisipamong praja6.BadanKesatuanBangsadan politik7.Dinesperkebunandanpeterna.kan8.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan

18.3.2 Berkurangnya
sengketa     lahan     di 9.    Dims Lingkungan Hidup
wilayah    perkebunan 10.  Dinas Penanaman Modal dan Prsp
kelapa cawit 11.  Dinas ketahanan Pangan, TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan12.KantorPertanahan/BPN13.UPI`KPHWilayahSanggauBarat14.Upr`KPHWilayahSanggauTimur15.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)

19 Penyelesaian  status 19.1 Menyelesaikan   status   lahan Terselesaikannya Asisten I.    Asisten          Pemerintchan          dan
lahan               usaha usaha    perkebunan    kelapa status   lahan   usaha PerekonomiandanPembangunan Kesej ahteraan Rakyat
perkebunan   kelapa sawit  yang  terindikasi  dalam perkebunan      kelapa 2.    Badan Perencanaan Pembangunan
sawit                   yang kawasan hutan sawit yang terindikasi Daerah
terindikasi      dalam dalam            kawasan 3.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarckat
kawasan hutan hutan dan Pemerintahaan Desa4.BadanKcsatuanBangsadan politik5.Dinasperkebunandanpeternakan6.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertanahan7.DinasLingkunganHidup8.DinespenanamanModaldanpI`SP9.DinesKetahananPangan,TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan10.KantorPertanahan/BPN11.UprKPHWilayahSanggauBarat12.UFTKPHWilaychSanggauTimur
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19.2 Terselesaikannya Terselesaikannya Asisten 1.    Asisten          Pemerintahan          dan
keterlanjuran   kebun   kelapa keterlanjuran   kebun   ' Perekonomian Kesej ahteraan Rakyat
sawit   masyarakat   di   dalam kelapa                    sawit      __ dan 2.    Badan  Perencanaan Pembangunan
izin      pemanfaatan      hutan masyarckat  di  dalam Pembangumn Daerch
tanaman izin          pemanfaatan 3.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat

hutan tananan dan Pemerintahaan Desa4.BadanKesatuanBangsadan politik5.Dinasperkebunandanpeternakan6.DinasPerumahan,CiptaKarya,TataRuangdanPertamhan7.DinasLingkunganHidup8.DinaspenanamanModaldanFTSP9.DinasKetahananPangan,TanamanPangan,HortikulturadanPerikanan10.KantorPertanahan/BPN11.UPTKPHWilaychSanggauBarat12.UPI`KPHWilaychSanggauTimur13.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)

19.3 Melaksamkan        pendataan 19.3.1 Tersedianya          data Dinas 1.    Asisten          Pemerintahan          dan
1ahan     perkebunan     kelapa lahan   kebun   kelapa Perkebunan Kesej ahteraan Rakyat
sawit       masyarakat       yang sawit        masyarakat dan Petemakan 2.    Badan Perencanaan  Pembangunan
terindikasi    dalam    kawasan yang            terindikasi Daerah
hutan dalam            kawasan       - 3.    Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat

hutan dan Pemerintahaan Desa4.BadanKesatuanBaLngsadan politik5.DinasPerumahan,CiptaKarya,TatsRuangdanPertanahan6.DinasLingkunganHidup7.DinaspenanamanModaldanFTSP

19.3.2 Tersedianya          peta
indikatlf                  dan 8.    Dinas          Ketahanan          Pangan,
permasalahQn    lahan Tanaman Pangan, Hortikultura da.n
kebun   kelapa   sawit Perikanan
masyarakat         yang 9.    Kantor pertanahan/BPN
terindikasi         dalam 10.  Upr KPH Wilaych Sangga.u Barat
kawasan hutan 11.  UPT KPH Wilaych Sanggau Timur12.MitraPembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NGO)
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24 Penyelenggaraan 24.1 Menyu8un   8trategi   promosi Tersedianya strategi -i5}`5,,,y,,\yt- i:L'=`=',-,tie

+TT|-+'i-..(t-, Dinas 1.    A8isten          Pemerintahan          dan
diplomasi, promosi dan        advokasi        menuju promosi dan

-,.::,i,.;'r Perindustrian, Kesejahteraan Rakyat
dan advokasi keberterimaan ISP0 ditingkat advoka8i menuju r Perdagangan, 2.    Dina8 Perkebunan dan peternakan
menuju intema8ional keberterimaan ISPO j!ir;:,::,I(~"-*+\\\+.+ Koperasi       dan 3.    Dines Lingkungan Hidup
keberterimaan ISPO di tingkat UM 4.    Dina8 Komunikasi dan lnformatika
oleh pasar intemasional 5.    Dinas penanaman Modal dan pI`SP
intemasional 6.    Pelaku usaha7.MitraPembangunan/OrganiaaBiNonPemerintahan(NCO)

24.2 Menyelenggarahan     promosi Terselenggaranya

•,-  `.-

/,.-,+-, I:,`-.,/'',I;x

Dina8 1.    Asisten          Pemerintchan          dan
dan        advokasi        menutu promosi dan Perindustrian, Kesej ahtercan Rakyat
keberterimaan       ISP0       di advokasi menuju Perdagangan, 2.    Dinas perkebunan dan peternalcan
tingkat intemasional keberterimaan ISPO Koperasi       dan 3.    Dinas Lingkungan Hidup

di tinghat UM 4.    Dinas Komunika9i dan lnformatika
intema8ional 5.    Dines penanaman Modal dan prsp6.Pelinusaha7.MitrePembangunan/OrganisasiNonPemerintahan(NCO)

BUPATI SANGGAU,
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